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ABSTRAK

ILHAM AFDISYA, 1863002129

ANALISIS PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA
PASCASARJANA IPDN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
124 halaman, 5 bab, 6 tabel, 9 gambar, 4 lampiran

Daftar Pustaka : 27 buku dan peraturan, 7 artikel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan
yang dihadapi Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam
penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penatausahaan
PNBP selalu menjadi temuan BPK RI selama lima tahun berturut-turut, mulai dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Penatausahaan PNBP untuk Kementerian/Lembaga telah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setiap Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP
harus membentuk unit penatausahaan PNBP yang terdiri dari unit operasional,
unit administrasi dan unit pembukuan. Untuk itu penulis ingin mengetahui
kesesuaian pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN
dengan aturan ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Diharapkan akan diperoleh suatu gambaran permasalahan yang
komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, secara sistematis, faktual
dan akurat tentang data dan fakta yang ada. Pengumpulan data dilaksanakan
melalui studi kepustakaan/telaah dokumen, wawancara dan observasi.

Secara umum penatausahaan piutang PNBP telah mengacu kepada
Perdirjen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausaan Piutang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, namun masih
terdapat beberapa permasalahan dimana pelaksanaan penatausahaan piutang
PNBP pada Pascasarjana IPDN kurang sesuai dengan Perdirjen tersebut.

Kata kunci : Piutang PNBP, Aspek Operasional, Aspek Administrasi dan Aspek
Pembukuan.
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ABSTRACT

ILHAM AFDISYA, 1863002129

ANALYSIS OF PNBP ADMINISTRATION IN THE
POSTGRADUATE IPDN, MINISTRY OF HOME AFFAIRS

124 pages, 5 chapters, 6 tables, 9 pictures, 4 appendices
Bibliography: 27 books and regulations, 7 articles

This study aims to identify and understand the problems faced by
Postgraduate IPDN, the Ministry of Home Affairs, especially in the administration
of Non-Tax State Revenue (PNBP). Where PNBP administration has always been
the finding of BPK RI for five consecutive years, starting from 2014 to 2018.

PNBP administration for Ministries/Institutions has been regulated in the
Director General of Treasury Regulation Number 85 Year 2011 concerning
Management of Non-Tax State Revenue Receivables in State Ministries/
Institutions Work Units. In this regulation, it is explained that every Ministry/
Agency Work Unit in carrying out PNBP receivables administration must
establish a PNBP administration unit consisting of an operational unit, an
administrative unit and a bookkeeping unit. For this reason, the authors want to
know the suitability of the implementation of PNBP receivables administration at
IPDN Postgraduate with these rules.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. It is
hoped that a comprehensive description of the problem will be obtained about the
actual situation, systematically, factually and accurately regarding the existing
data and facts. Data collection was carried out through literature study/document
review, interviews and observations.

In general, the administration of PNBP receivables has referred to
Perdirjen Number 85 of 2011 concerning Management of Non-Tax State Revenue
Receivables at State Ministries / Institutions Work Units, but there are still several
problems where the implementation of PNBP receivables administration at IPDN
Postgraduate is not in accordance with this Perdirjen.

Keywords: PNBP Receivables, Operational Aspects, Administrative Aspects and
Bookkeeping Aspects.
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana
tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi
pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan
negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan
keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan
hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan
konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan
aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII hal Keuangan, antara lain
disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Menindaklanjuti amanat Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945
perihal keuangan tersebut, kemudian diperlukan suatu Undang-Undang
yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-Undang
nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, negara memerlukan
pembiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memiliki
kewajiban untuk mengelola keuangan negara yang kemudian dijabarkan
dalam Anggaran Pendapatan Keuangan Negara (APBN). Pada Bab Il
Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan
bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan
negara.

APBN sangatlah penting bagi negara untuk menjalankan setiap
program yang dicanangkan. Pengelolaan APBN mulai dari tahap
perencanaan sampai dengan tahap pelaporan atau dikenal dengan siklus
APBN diharapkan dapat dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan.
Setiap pihak yang terlibat harus berupaya menghasilkan APBN yang
terpadu dan tepat dalam alokasinya. Berdasarkan data dari portal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Tahapan dalam siklus APBN sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran APBN.
2. Pembahasan APBN.

3. Penetapan APBN.



4. Pelaksanaan APBN.
5. Pelaporan dan Pencatatan.
6. Pemeriksaan dan Tanggung Jawab.

Berdasarkan tahapan APBN diatas, maka tahap terakhir dari
pengelolaan APBN adalah berujung pada pemeriksaan dan tanggung
jawab pelaksanaan APBN. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan ini dilakukan dalam
rangka pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang
merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini
pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Ketiga kriteria pemeriksaan diatas akan mempengaruhi opini yang
akan diberikan kepada Laporan Keuangan yang bersangkutan, semakin
banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang
ditentukan, maka opini yang diberikan akan semakin buruk. Pelanggaran
yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian

ditentukan tingkat materialitasnya.



Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu
komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan
tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepamongprajaan
yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan.

IPDN menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi,
dan profesi. Penyelenggaraan pendidikan akademik meliputi program
Sarjana, Magister dan Doktor. Penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah
program Diploma IV untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan
di bidang pemerintahan dalam negeri. Penyelenggaraan program profesi
adalah profesi kepamongprajaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, IPDN mendapatkan
anggaran yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri. Alokasi pagu anggaran dan realisasi belanja

IPDN selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel dibawah

ini.
Tabel 1.1
Pagu dan Realisasi Belanja IPDN tahun 2014 s.d 2018
TAHUN PAGU REALISASI %
ANGGARAN (RP) (RP)
2014 285.315.426.000 270.661.496.806 94.86
2015 430.414.057.000 350.425.808.794 81.42
2016 370.210.543.000 339.606.328.085 91.73
2017 362.705.375.000 345.666.463.773 95.30
2018 401.753.536.000 381.129.848.494 94.87

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2014 s.d 2018.




Informasi pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penyerapan
anggaran pada IPDN mengalami naik turun besarnya porsentase
penyerapan anggaran, namun walaupun seperti itu penyerapan anggaran
selama 5 (lima) tahun terakhir pada satker IPDN dapat dikatakan baik.
Pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 mendapatkan porsentase
realisasi secara berturut-turut sebesar 94.86, 81.42, 91.73, 95.30 dan
94.87 persen.

Sedangkan kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) pada satker IPDN dapat kita lihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 1.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
IPDN tahun 2014 s.d 2018

TAHUN TARGET PNBP REALISASI Y
ANGGARAN (RP) (RP)
2014 8.312.804.000 9.538.130.238 | 114.74
2015 14.818.946.000 13.447.481.655 | 90.75
2016 17.605.196.000 14.719.621.206 | 83.61
2017 13.621.675.000 13.012.859.729 | 95.53
2018 18.426.525.000 17.761.376.778 |  96.39

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2014 s.d 2018.
Informasi pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa PNBP pada

satker IPDN pada tahun 2014 melebihi target (114.74%), sedangkan pada

tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 hampir mencapai target dengan

realisasi porsentase berturut-turut sebesar 90.75, 83.61, 95.53, dan 96.39.




Bagusnya realisasi anggaran belanja dan pendapatan sebagai
mana Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut tidak menjamin bahwa pelaksanaan
anggaran dilaksanakan sepenuhnya secara baik di IPDN. Pernyataan ini
didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan
Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dimana didalamnya masih terdapat
temuan yang terkait dengan satker IPDN.

Pada penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri
tahun 2018 Audited, Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat beberapa catatan
yang perlu diperbaiki. Beberapa catatan tersebut tertuang dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
catatan-catatan tersebut yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran.

a. Pendapatan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara belum
dikenakan sewa dan tarif sewa BMN belum mendapat
persetujuan Kementerian Keuangan).

b. Belanja.

- Pengendalian kegiatan lembur pada setjen belum
memadai.

- Pengendalian pertanggungjawaban belanja perjalanan
dinas pada Ditjen BAK belum memadai.

- Perencanaan dan pelaksanaan belanja barang jasa
konsultan dan jasa lainnya pada Ditjen Dukcapil tidak
memadai.

- Belanja jasa konsultan dan jasa lainnya tidak dapat
diyakini kewajarannya pada Ditjen Otda.

- Kesalahan penganggaran belanja.

- Pembayaran honor tenaga lepas pada Ditjen BAK tidak
memperhitungkan penilaian kinerja dan kedisiplinan.

- Pembayaran honor pertanggung jawaban pengelola
keuangan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.



- Pembayaran belanja jasa telepon tidak berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

- Belanja jasa profesi pada Ditjen Polpum tidak didukung
dengan bukti yang lengkap.

- Penetapan honorarium penanggung jawab pengelola
keuangan dalam POK pada Setda NTB tidak sesuai
dengan SBM.

2. Neraca.
a. Kas.

- Pengelolaan kas pada BP dan BPP belum tertib.

- Rekening BPP belum terdaftar dalam program Treasury
National Pooling (TNP).

b. Piutang (pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tidak tertib).
c. Persediaan (Pengelolaan dan penatausaan persediaan

Kemendagri belum memadai).

d. Aset Tetap.

- Penatausahaan asset tetap tidak memadai.

- KDP atas dana tugas pembantuan belum ada
keberlanjutan penyelesaian.

e. Aset Lainnya (saldo aset lain-lain pada Ditjen Dukcapil tidak
menggambarkan kondisi yg sewajarnya).
3. Penyajian Laporan Keuangan (Ditien  Dukcapil  belum
melaksanakan proses likuidasi secara memadai sehingga masih
mencatat aset atas satker dana DK dan TP.

Beberapa permasalahan yang tertuang dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
maka dalam penelitian ini penulis fokus kepada penatausahaan piutang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Institut Pemerintahan
Dalam Negeri tidak tertib, dikhususkan pada Pascasarjana IPDN.

Penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN penulis
pilih dari permasalahan lainnya karena hampir setiap tahun permasalahan
ini belum terselesaikan juga, sehingga jika tidak segera diselesaikan
dikhawatirkan akan memberikan dampak penurunan opini oleh BPK

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Kemendagri.



Rincian permasalahan yang berulang tersebut dapat disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Temuan BPK terhadap pengelolaan Piutang IPDN

Tahun 2014 s/d 2018

Tahun Keterangan dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI

2014 Penatausahaan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
atas pendapatan pendidikan tidak tertib.
Pengelolaan piutang PNBP tidak tertib, antara lain pada

2015 IPDN Jatinangor terdapat selisih saldo piutang pada laporan
keuangan dengan mutasi piutang selama tahun 2015
sebesar Rp4.975.042.793,00.

2016 Pengelolaan kas di bendahara penerimaan IPDN Kampus
Pascasarjana tidak tertib.

2017 Pengelolaan piutang penerimaan PNBP pada IPDN tidak
tertib.

2018 Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
tidak tertib.

Sumber: Resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem
Pengendalian Internal Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2014 s.d Tahun 2018.

Penjelasan lebih rinci terkait Pengelolaan Piutang Pascasarjana

IPDN tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018

dijelaskan bahwa:

Neraca IPDN per 31 Desember 2018 menyajikan nilai piutang
PNBP sebesar Rp13.837.111.819,00 dan penyisihan piutang tak
tertagin sebesar Rp4.805.249.064,00. Piutang PNBP tersebut
terdiri dari piutang biaya pendidikan mahasiswa pascasarjana IPDN
sebesar Rp12.936.799.000,00 dan Piutang Biaya Pendidikan Praja
IPDN yang diberhentikan sebesar Rp900.312.819,00.
Permasalahan penyajian piutang IPDN telah dinyatakan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Kemendagri Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagaimana diuraikan
dalam tabel berikut:




Tabel 1.4
Penyajian Permasalahan Piutang PNBP tahun 2015-2017
dalam LHP BPK

Piutang Biaya Pendidikan (Rp)
No No dan Tanggal Mahasiswa Praja IPDN yang
akd Pascasarjana IPDN Diberhentikan

1 | 25/LHP/XVI11/05/2016 16.075.773.200 915.603.208
tanggal 18 Mei 2016

2 | 17B/LHP/XVII/2017 22.293.797.200 915.603.208
tanggal 12 Mei 2017

3 | 20B/LHP/XVIII/2018 26.812.099.000 900.312.819
tanggal 4 Mei 2018

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian
Internal Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018.

Dari tiga hasil pemeriksaan terkait penyajian piutang IPDN tersebut

mengungkap permasalahan diantaranya:

1. Penatausahaan piutang biaya pendidikan mahasiswa
Pascasarjana IPDN dan piutang biaya pendidikan praja IPDN
belum memadai dan mempedomani ketentuan yang berlaku
umum, yaitu pencatatan piutang pada kartu piutang belum
didasarkan pada dokumen sumber, seperti surat ketetapan
piutang, surat penagihan dan kartu penyisihan piutang.

2. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan
piutang tak tertagih tidak sesuai ketentuan.

3. Rangkap fungsi atas pengelolaan piutang PNBP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui
bagaimana penatausahaan Piutang Penerimaan Bukan Pajak di
Pascasarjana IPDN. Selanjutnya dituangkan dalam tesis dengan judul
“Analisis Penatausahaan Piutang Penerimaan Negera Bukan Pajak

pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri.”




B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri?”.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis
dan mengetahui Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari seluruh penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi suatu
pemikiran bagi peneliti yang akan datang dalam hal Penatausahaan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta dapat dijadikan
referensi pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Negara.
2. Manfaat Praktis
Praktis dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, dapat
dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada
Kementerian Dalam Negeri terkhususnya Pascasarjana IPDN untuk
memperbaiki Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan

Pajak.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penatausahaan piutang PNBP telah diatur dalam Perdirjen nomor
85 tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker
Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan hasil analisis terhadap
penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN, Secara umum
pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN
sudah mengacu pada Perdirjen nomor 85 tahun 2011 vyang
mengklasifikasikan aspek penatausahaan piutang PNBP menjadi 3 (tiga)
yaitu aspek operasional, aspek administrasi dan aspek pembukuan,
namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, sebagai
berikut:
1. Aspek operasional

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN
jika dilihat dari aspek operasional, maka terdapat beberapa dokumen yang
perlu dilengkapi seperti surat pernyataan piutang, surat penagihan, surat
peringatan terhadap pihak terutang yang lalai, surat pemindahan
penagihan piutang PNBP terhadap pihak terutang yang pindah satuan
kerja, SKTL terhadap piutang yang sudah dilunasi oleh pihak terutang
yang bersangkutan, dan surat tentang penyerahan pengurusan piutang

yang tidak tertagih kepada DJKN Kemenkeu.



Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penatausahaan piutang

PNBP pada Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek operasional yaitu:

a. Belum terdapat surat penagihan kedua dan surat penagihan ketiga,
sedangkan pembayaran piutang sudah jatuh tempo.

b. Belum pernah membuat surat penyerahan pengurusan piutang yang
tidak tertagih kepada DJKN Kementerian Keuangan, sedangkan
berdasarkan hasil wawancara dengan operator pengelola piutang dan
hasil telah dokumen, sudah banyak piutang dengan status macet.

2. Aspek administrasi

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP berdasarkan Perdirjen
nomor 85 tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker

Kementerian Negara/Lembaga, jika dilihat dari aspek administrasi maka

terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti

mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim
kepada pihak terutang, membuat surat pengantar, meneruskan dokumen
tanggapan pihak terutang ke unit operasional, dan mengirimkan bukti
setor kepada unit pembukuan. Namun pelaksanaan penatausahaan

Piutang PNBP di Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek administrasi

secara umum tidak terlihat dilapangan, hal ini disebabkan karena secara

substansi antara unit operasional dan unit administrasi ini hanya terjadi
proses kirim dokumen dari unit operasional kepada unit administrasi,
sedangkan operator/pegawai yang menatausahaakan piutang antara unit

operasional dan administrasi adalah orang yang sama.
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3.

Aspek pembukuan

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN

jika dilihat dari aspek pembukuan, maka terdapat beberapa dokumen

yang perlu dilengkapi seperti kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang,

daftar umur piutang dan reklasifikasi piutang, dan kartu penyisihan piutang

tak tertagih.

Dilihat dari aspek pembukuan terdapat beberapa permasalahan

yang menyebabkan besarnya piutang tak tertagih yang disajikan pada

neraca IPDN, sebagai berikut:

a.

Unit pembukuan pada pascasarjana IPDN melakukan pencatatan
tidak sesuai aturan yang seharusnya, dimana piutang diakui/ dicatat
ketika mahasiswa sudah menerima manfaat dalam hal ini berupa hak
perkuliahan, namun pascasarjana IPDN mencatat piutang semenjak
mahasiswa mendaftar kuliah tanpa memperhatikan status keaktifan
mahasiswa (aktif, tidak aktif, Cuti, DO, DLL).

Operator pencatatan piutang kurang teliti dalam melakukan
pencatatan piutang ke dalam kartu piutang.

Kurangnya koordinasi antara bagian keuangan dan bagian akademik
terkait status keaktifan mahasiswa untuk menilai besaran piutang

yang akan dicatatkan.
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4.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penatausahaan piutang
PNBP pada Pascasarjana IPDN yaitu belum adanya aturan turunan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 Tahun 2011 tentang
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, secara teknis tentang
penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN baik itu

berupa peraturan Menteri Dalam Negeri atau bentuk peraturan lainnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penatausahaan

piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN adalah sebagai berikut:

1.

a.

Aspek operasional:

Melangkapi surat penagihan kedua dan surat penagihan ketiga jika
sudah jatuh tempo untuk pembayaran piutang.

Membuat surat penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih
kepada DJKN Kementerian Keuangan apabila status piutang sudah
macet.

Aspek administasi

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP dari aspek administrasi

memang tidak terjadi pada Pascasarjana IPDN dikarenakan operator

antara unit operasional dan unit administrasi adalah orang yang sama, jadi

penulis menyarankan kepada Pascasarjana IPDN untuk menambah

jumlah personil yang mengelola piutang PNBP, sehingga dapat
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dipisahkan antara pengelola unit operasional dengan pengelola unit

administrasi.
3. Aspek pembukuan
a. Melengkapi data dukung piutang serta rekon internal antara bagian

keuangan dan bagian akademik terkait status keaktifan mahasiswa
(aktif, tidak aktif, cuti, DO, DLL).

Melakukan inventerisasi terhadap kartu piutang tak tertagih untuk
mengetahui jumlah piutang tak tertagih secara rill yang harus
diungkapkan dalam Neraca IPDN.

Melakukan koreksi saldo piutang tak tertagih kedalam Laporan
Keuangan periode berikutnya.

Meningkatkan kemampuan dan Kketelitian operator pencatatan
pengelolaan piutang.

Direktur Pascasarjana IPDN untuk melakukan pengawasan dan
memberikan perhatian khusus pelaksanaan koreksi dan inventarisasi
nilai piutang oleh pengelola piutang.

Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan
Aset untuk melakukan pendampingan dalam hal koreksi nilai piutang

pada Pascasarjana IPDN.
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4. Hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu membuat aturan turunan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 Tahun 2011 tentang
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, secara teknis tentang
penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN baik itu
berupa peraturan Menteri Dalam Negeri atau bentuk peraturan
lainnya.

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti berikutnya terkait
dengan Penatausahaan Piutang PNBP sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber
maupun referensi terkait dengan penatausahaan piutang PNBP baik
berupa buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan, sehingga
pada saat pelaksanaan penelitian dapat menganalisis penatausahaan
piutang PNBP dari banyak sumber/ referensi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk pemilihan Keyinformant agar
mempertimbangan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan untuk
pengambilan keputusan, serta melibatkan pihak pihak yang terlibat
dengan penatausahaan piutang PNBP seperti Biro Keuangan dan
Aset, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, serta pihak

eksternal lain yang terkait.
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